


4. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan 
Lembar n Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5 . Undangl Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pemba gunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik 
Indone ·a Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
Indones·a Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara epublik Indonesia Nomor 4700); 

6 . Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pemben ukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara omor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhi dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 0 11 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang­
undang n (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 
Tahun 022 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801); 

7 . Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemeri tahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 
2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), 
sebagai , ana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua tas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemeri tahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara 
Republi Indonesia Nomor 5657); 

8 . Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuang~n antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 
Negara epublik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lembar : n Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

9. Peratur . n Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 ten tang 
Tahapa , Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksa aan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

4817); 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 , 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perang at Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 
114, Ta bahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana 
telah di bah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembar · n Negara Nomor 6402); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinl an dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembar . n Negara Nomor 6041); 

12. Peratur'tn Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 
Pengelollaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indones,a Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara epublik Indonesia Nomor 4578); 

13.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksa

1 

aan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pemben ukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990) 
sebagai ana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 
76 Tah n 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 
Nomor 87 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Pembenitukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara epublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186); 

14. Peratur • n Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan 
Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 ~ omor 157) sebagaimana telah diubah dengan 
Peratur • n Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 
tentang Perubahan atas (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 011 Nomor 927); 

15. Peratur n Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republi Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah di bah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Ta un 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 N ,mor 157); 

16. Peratur n Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pemba gunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peratur n Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengkh Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pemba gunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pemba gunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 
Pemeri tah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 N ,mor 1312); 

17. Peratur . n Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur 

aan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Berita 
epublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 
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Menetapkan 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
ten tang I Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

19. Keputu an Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 
2021 t ntang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi 
Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perenea~aan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
sebagaif ana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam 
Negeri i omor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023; 

20 . Peratur n Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 
tentang Reneana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 
Timur ahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur 
Tahun ' 023 Nomor 41 Seri E); 

21. Peratur n Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 
2008 1entang Reneana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, 
Tamba an Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 
204); 

22. Peratur
1 

n Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 
Tahun 016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) 
sebagai ana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peratu , n Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 
2021 (~embaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 
Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336); 

23. Peratu an Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang 
Renea! Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 
2024-2! 26 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12); 

24. Peratu an Bupati Pasuruan Nomor 112 Tahun 2023 tentang 
Renea a Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan 
Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 
2022 N mor 112) . 

MEMUTUSKAN : 

PERATU N BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN 
REJOSO BUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati in yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupa en Pasuruan. 

2. Pemerintah Daerah ada1 ah Pemerintah Kabupaten Pasuruan. 

3. Bupati adalah Bupati P suruan. 
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4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 
dokumen perencanaan d 1 erah untuk periode 1 (satu) tahun. 

5. Rencana Strategis Pera gkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra 
Perangkat Daerah adal h dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 
periode 5 (lima) tahun. 

6. Rencana Kerja Keca1:9atan Rejoso yang selanjutnya disingkat Renja 
Kecamatan Rejoso adalah dokumen perencanaan Kecamatan Rejoso untuk 
periode 1 (satu) tahun. I 

7 . Rencana Kerja dan Angt aran Kecamatan Rejoso yang selanjutnya disingkat 
RKA Kecamatan Rejoso adalah dokumen perencanaan dan penganggaran 
yang berisi rencana pe dapatan, rencana belanja program dan kegiatan 
Kecamatan Rejoso serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan 
APBD. 

Pasal 2 

Renja Kecamatan Rejoso Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan 
Kecamatan Rejoso Kabupate, Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

Pasal3 

Renja Kecamatan Rejoso K bupaten Pasuruan Tahun 2024 berpedoman pada 
Renstra Kecamatan Rejoso dan hasil evaluasi Renja Kecamatan Rejoso tahun 
lalu. 

Pasal 4 

(1) Renja Kecamatan Tahun 2024 disusun dengan sistematika 
penyusunan sebagai ber· ut: 

BAB I : PENDAHULUA , 

BAB II : HASIL EVALUII RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, 
BAB III : TUJUAN DAN ASARAN PERANGKAT DAERAH, 

BAB IV : RENCANA KEJ A DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, 
BAB V : PENUTUP. 

(2) Renja Kecamatan Rejos Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampi an yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati in. 

Pasal 5 

Renja Kecamatan Rejoso T hun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
menjadi pedoman bagi Ke amatan Rejoso dalam menyusun RKA Kecamatan 
Rejoso. 
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1.1. Latar Belakang 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Peraturan Men eri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 
Cara Perencanaan, Pen~endalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan P5raturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan ~encana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta 
Tata Cara Perubahan ~encana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka enengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah 
dan Renja Perangkat aerah. Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan 
Rejoso menyusun Renja Kecamatan Rejoso Tahun 2024 yang memuat program, 
kegiatan dan sub kegiat n , lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator 
kinerja dan pendanaan esuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Rejoso. Renja 
Kecamatan Rejoso Tah n 2024 disusun dengan berpedornan pada Perubahan 
Renstra Kecamatan Rejoso Tahun 2018-2023 dan mengacu pada RKPD 
Kabupaten Pasuruan Ta un 2024. 

Sebagai doku·m n perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kecamatan 
Rejoso Tahun 2024 disu un dengan tahapan sebagai berikut: 
a. Persiapan penyusunan 
b. Penyusunan rancangam awal, 
c. Penyusunan rancanga , 
d. Pelaksanaan forum Pe angkat Daerah, 
e. Perumusan rancangan akhir, dan 
f. Penetapan. 

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat 
Daerah untuk periode tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoma,:, 
Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan 
Renja Perangkat Daerah ilakukan secara simultan dan sifatnya saling mernberi 
masukan dengan proses enyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja 
Perangkat Daerah deng n dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada 

Gambar 1.1. 
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Dalam melaksan kan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan 
antara Perencanaan 9aerah dengan Perencanaan kecamatan, maka tuj uan 
perencanaan Kecamatan mendukung perencanaan Pembangunan Daerah, 
sehingga tujuan maup n sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah 
Kecamatan bersinergi engan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh 
Pemerintah daerah. 

RENJA Tahun 2 24 Kecamatan Rejoso memuat usulan program dan 
kegiatan pembanguna sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan 
Rejoso serta kerang a pendanaan daerah, Renja Kecamatan secara 
subsantansial sesuai de gan Renstra Kecamatan Rejoso 2024 -2026.Visi, 

I 
I 
I 
I 
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1.2. Landasan Hukum-

Dasar hukum penyusunan Renja Kecamatan Rejoso Tahun 2024 adalah 
sebagai berikut: 
1) Undang-Undang N mor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kata besar dalam I ngkungan Provinsin Jawa Timur; 
2) Undang-Undang N, mor 17 Tahun 2003 tentang Keuani_;ian Negara; 

3) Undang-Undang N mor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

4) Undang-Undang \ omor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasi nal; 

5) Peraturan Pemerin ah Nomor 6 _ Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah; 

6) Peraturan Pemerin ah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 
Penyusunan, Peng ndalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
Daerah; 

7) Instruksi Presiden omor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender 
Dalam Pembangun n Nasional; 

8) Peratu1an Menteri q>alam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan­
perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 
tentang Pedoman ur um Pelaksanaah Pengarusutamaan Gender di Daera 

9) Peraturan Menteri q>alam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 
Perencanan, Penge~dalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembanguna Jangka 

I 

Panjang Daerah da Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, Serta 
Tata Cara Peruba an Rencana Pembangunan Jangka Panja~g Daerah, 
Rencana Pembang nan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah; 

10) Peraturan Kementrif n Dal am Negeri ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 
Nomenklatur Perenc~naan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

11) Peraturan Kementri~r Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem 
informasi Pemerinta Daerah; 

12) Keputusan Menteri D lam Negeri No111or 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil 
Verifikasi dan Valida i Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pemba! unan dan Keuangan Daerah; 

13) Keputusan Menteri D lam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil 
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuthakiran Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perenc~haan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

14) Peraturan Daerah ~abupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang · 
Rencana Pernbangun~n Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan 
2005-2025; 

15) Peraturan Daerah K buoaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentanq 



17) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas 
Pokok dan Fungsi ecamatan di Kabupaten Pasuruan; 

18) Peraturan Bupati P suruan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis 
Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023; 

19) Peraturan Bupati 'asuruan Nomor 87 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan; 

20) Peraturan Bupati P. suruan Nomor Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis 

Kecamatan Rejosolabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026; 

21) Peraturan Bupati asuruan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan 
Rencana Strategis ecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023; 

22) Peraturan Bupati basuruan Nomor 111 Tahun 2022 Tentarlg Rencana 
Pernbangunan Daerbh Kabupaten tahun 2024 - 2026. 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Renja Tahun 2 24 merupakan Implementasi Renstra tahun 2024-2026 · 
Kecamatan Rejoso dis sun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan 
RKA Tahun 2024. A apun tujuan disusunnya Renja Tahun 2024 adalah 
menyesuaikan gambarJn tentang kondisi umum clan permasalahan perangkat 
daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana 

I 

kerangka pendanaan p rangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah 
terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan yang akan 
dilaksanakan oleh Keca I atan Rejoso Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas 
dan fungsinya 

1.4. Sistematika Penunsa 

Sistematika pen 
adalah sebagai berikut : 

dokumen Renja Kecamatan Rejoso Tahun 2024 

BAB I 

BAB II 

PENDAHULU N 
1. 1. Latar elakang 
1.2. Dasar Hukum 
1.3. Maksu dan Tujuan 
1.4. Siste atika Penulisan 

HASIL EVAL AS! RENJA KECAMATAN REJOSO TAHUN 2023 
2.1. 

2.2. 
2.3. 

2.4. 

Evalua i Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra 
KecaJ atan Rejoso 
Anand Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 
Isu S rategis Penyelanggaran Tugas d2n Fungsi Perangkat 

Revie Rancangan Awai RKPD 



e 

BABN 

BABV 

RENCANA ERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

PENUTUP 

BAB II 

HASIL EVALUASI RENJA 
TAHUN 2024 

I 
2.1. Evaluasi Pelak:sanaa Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra 2018-2023 

Kecamatan Rejo o telah mereview terhadap hasil evaluasi pelaksanaan 

kinerja tahun 2024 bah a dalam mencapai kinerja program dan kegiatan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan berdasarkan RPJMD tahun 2018-2023 telah 

dilaksanakan dengan b ik, adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2024, 

dan realisasi renstra ke amatan Rejoso yang mengacu pada hasil laporan kinerja 

Tribulanan sebagaimana tabel Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja 

Kecamatan Rejoso Tahun 2024: 

1. Realisasi program/ egiatan Tahun 2022 . 

I 
I 
I 
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REALISASI· 
KODE URAIAN ANGGARAN 

PEG BARANG & MODAL TOTAL 
AW JASA 
Al 

0.00 . 7-01 .0-00.0-00.19.1.0 . 1.2.02 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 

0.00 . 7-01 .0-00.0-00.19 .1.0 . 1.2.02 
DAERAH 

0.00 . 7-01.0-00.0--00.1 9.1.0 . 1.2.02.1 
Administrasl Keuangan Perangkal 1.809.023.277 ,DO 1.701 .380.280 0.00 0.00 1. 701 .380.280,00 9. 

Daerah Penyediaan Gaji dan .00 

0 .00 . 7-01 .0-00.0-00 .19.1 .0 . 1.2.02.2 Tunjangan ASN 289 .845.744,00 0.00 289.845.744 .00 0.00 289.845.744,00 1C 

0.00 . 7-01.0-00.0-00 .19.1.0 . 1.2.02.3 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas 36.260.000,00 36.260.000.00 0.00 0.00 36.260.000 ,00 1C 

ASN Peleksenaer. Pan2lzusor.aor. c!a~ 

PengujlanNerifikasi Keuonga11 SKPD Z.135.129.02 1,00 1. 737 .640.28C 289.<345.744.0C 0,00 2.027.486.024,00 g. 

I 
,00 

TOTAL KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN 

0.00 . 7-01 .0-00.0--00.19.1,0 . 1.2.05 PERANGKAT OAERAH 

0.00 . 7-01 .0-00.0--00.19.1.0 . 1.2.05.2 Administrasl Ken=awaian Peranokat Da·••'-
5•~~---n,n n no. " ,3.10 . · 

.. u ,Ou ~.J10.000,00 9, 

Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut 5.415.600 ,00 0,00 5.310.000 ,00 0.00 5.310.000,00 g, 

Kelengkapannya TOTAL KEGIATAN ADMINISTRASI 

0.00 . 7-01 .0-00.0-00.19.1.0 . 1.2.06 KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 

0.00 . 7-01.0-00.0--00 .19.1.0 . 1.2.06.1 Administrasl Umum Perangkat Daerah 1. 133.000,00 0,00 1.130.400,00 0,00 1.130.400,po 9! 

Penyediaan Kamponen lnstalasi Listrik/Penerangan 

0.00 . 7-01 .0-00.0-00 .19.1.0 . 1.2.06.2 Bangunan Kantor 21.466.200,00 0,00 16.053.500.00 5.250.000,00 21 .303.500,00 9! 

0.00 . 7-01 .0-00.0--00 ,19,1.0 . 1.2.06.3 Penyedlaan Peralatan dan Perlengkapan 1.485.200,00 0,00 1.485.200,00 0,00 1.485.200,00 1C 

0.00 . 7-01 .0-00.0-00.19.1.0 . 1.2.06.5 Kantor Penyediaan Peralatan Rumah 7.983.700,00 0,00 7.131.f00,00 0,00 7.131 .700,00 8! 

0.00 . 7-01.0-00.0-00.19.1.0 . 1.2.06.9 Tangga Penyediaan Barang Cetakan 73 .334.000,00 0,00 69.667.354,00 0.00 69.667.354,00 9: 

dan Penggandaan 105.402. 100,00 0,00 95.468.154,00 5.250.000,00 100.718.154,00 9: 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

0.00 . 7-01.0-00.0-00.19.1 .0 . 1.2.07 Koosultasi SKPD TOTAL KEGIATAN 

AOMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 

0.00 . 7-01.0-00.0-00.19.1.0 . 1.2.07.5 Pengadaan Barang Milik Oaerah Penunjang Urusan 14.000.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 1C 

Pemerlntah Oaorah 14.000.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 1C 

Pengadaan Mebel 
. 

C.00 . 7-01.0-00.0-00 .19.1.0 . 1.2.08 TOTAL KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK 

0.00 . 7-01.0-00.0-00 .19.1,0 . 1.2.08.2 DAERAH PENUNJANG URUSAN !'>EMERINTAH 36.257.773,00 0,00 29.266.726 ,00 0,00 29.266.726,00 81 

0.00 . 7-01.0-00.0-00 .19.1.0 . 1.2.08.3 DAERAH 5. 730.300,00 0,00 5.670.000,00 0,00 5.670.000,00 9; 

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 41 .988.073,00 0,00 34.936.726 ,00 0,00 34.936.726,00 8: 

Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 

0.00 . 7-01.0-00.0-00.19.1.0 . 1.2.0C Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan 

dan Pertongkaoan Kantor 

TOTAL KEGIATAN PENYEDIAAN JASA 

f'ENUNJANG URUSAN PEMERiN• AHAN 

DAERAH 

I 



,. 
,. 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah 

0.00 . 7-01.0-00.0-00.1 9.1.C . 1.2.09.1 Penyediaan Jasa Pemel iharaan, Biaya Pemellharaan. dan 65 .987.500 ,00 0,00 63.287.334,00 0,00 63.2 

Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan 

0.00 . 7-01 .G-00.0-00.19.1.0. 1.2.09.9 Pemdliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 9.92 1.033 ,00 0,00 9.910.000,00 0,00 9.9 

Lainnya 

TOTAL PROGRAM PENUNJANG URJSAN PEMERINTAHAN 2.377 .843.327 ,00 1.737.640.280,00 498.757.9(;8,00 19.250.000,00 2.255.6 

DAERAH 

7.01 . 7-01 .0-00.0-00.19.1.0 . 2.2.01 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN 

R-ELA¥ANAN-P-UBblK 

TOTAL KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH 75.908.533,00 0,00 73.197.334,00 0,00 73.1 

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

7.01 . 7-01.0-00.0--00.19.1.0 . 2.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat , 

Kecamatan 

7.01 . 7-01 .0-00.0--00.19.1.0 . 2.2.01 .1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan 13.987.000.00 0,00 13.972.000,00 0,00 13.9 

Pemerintahan Deng an Perangkat Daerah dan lnstansi Vertikal 

Terkalt 

TOTAL PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 13.987 .000,00 0,00 13.972.000,00 0,00 13.9 

DAN PELAYANAN PUBLIK 

7.01 . 7-01 .0-00.0.00.19.1.0 . 3.2.01 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 

KELURAHAN 

TOTAL KEGIATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN 13.987.000,00 0,00 13.972.000,00 0,00 13.9 

KEGIATAN PEMERINTAHAN DI T INGKAT KECAMATAN 

7.01 . 7-01.0-00.0-00.19.1.0 . 3.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 

7.01 . 7-01 .0-00 .0-00.19.1.0 . 3.2.01 .3 Peningkatan Efektifitas Kegia lan Pemberdayaan Masyarakat 30.110.000,00 0,00 30.068.400,00 0,00 30.0 

di Wilayah Kecamatan 

TOTAL PROGRAM PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DESA 30.110.000,00 0,00 30.0t8.400,00 0,00 30.0 

OJ'.N KELURAHAN 

7.01 . 7-01 .0-00.0-00.19.1.0. 4.2.01 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 

UMUM 

TOTAL KEGIATAN KOORDINASI KEGIATAN 30.1 10.000,00 0 ,00 30.068.400.00 0,00 30.0 

PEMBERDAYAAN DESA 

7.IJ 1 . 7-01 .0-00.0-00.19.1.0. 4.2.01 Koordir.asi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dar, 

Ketertiban Umum 

7.01 . 7-01 .0-00.0--00-19.1 .0 . 4.2.01 .1 Sinergitas dengan Kepol isian Negara Republik Indonesia. 3.207 .500 ,00 0,00 3.207 .500.00 0,00 3.2 



,. 

I T entara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah 

7.0 1 . 7-01.0-00.0-00.19 .1.0 . 4.2.01 .2 kecamatan 0,00 0,00 0,00 0,00 

Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh 

Masyarakat 3.207 .500,00 0,00 3.207.500,00 0,00 3.2 

TOTAL KEGtATAN KOORDINASI UPAYA 

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN 

UMUM 

?.01 . 7-01.0-00.0-00 .19.1.0. 4.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan 

Pera turan Kepala Oaerah 

7.0 1 . 7-01.0-00.0-00 .19.1.0 . 4.2.02.1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan 

Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik 

Indonesia 

TOTAL PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 3.207.500,00 0,00 3.207.500,00 0,00 3.2 

KETERTIBAN UMUM 

7-,0-1....+--0-1-.0-00,0-00,4901:0-:-&.-2:0 ROGRO.M-PEMBll'riou.0-AN Pl:NGAWASAN 

PEMERINTAHAN DESA 

TOTAL KEGIATAN KOORDINASI PENERAPAN DAN 0,00 0,00 0,00 0,00 

PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN 

KEPALA DAERAH 

7.01 . 7-01 .0-00.0-00 .19.1.0 . 6.2.01 Fasilitasi. Rekomendasi dan Koord/nasi Pembinaan dan 

Pengawasan Pemerintahan Desa 

7.01 . 7-01 .0-00.0-00.19.1.0. 6.2.01 .1 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala 0,00 0,00 0,00 0,00 

Desa 

7.01. 7-01.0-00.0-00.19.1.0 . 6.2.01.2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 4.1 07.500,00 C,OC 3.957.500.00 0,00 3.9 

7.01 . 7-01 .0-00.0-00.19.1.0 . 6.2.01.3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Oesa dan pendayagunaan 0,00 0,00 0.00 0,00 

Aset Desa 

7.01 . 7-0 1.0-00.0-00 .19.1.0 . 6.2.01.5 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Oesa dan Perangkat 0,00 0,00 0,00 0,00 

Oesa 

7.01 . 7-01 .0-00.0-00 .19.1.0 . 6.2.01 .9 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Oaerah 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dengan Pembangunan Desa 
. 

Jumlah 2.429.255.327,C0 1.737.640.280,00 549.963.358,00 19.250.000,00 2.306.853 



NAMA OPD : KECAMATAN REJOSO 

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN 
NO DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB 

KEGIATAN 

I 2 

1 PROG PELAYANAN ADMINISTRASI 
PERKANTORAN 
Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik 

Penyedia .. n Jasa Peralatan da~ P~rknl;k.lpan 
Kantor 

Penyediaan Jasa Admlnistrasi Keuangan 

Penyediaan Alat Tul is Kantor 

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

Penyediaan Komponen lnstalasi List/ 
Penerangan Bangunan Kantor 

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

Penyediaan Peralatan dan Perlenglr.apan Kantor 

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 
Perundang-undangan 

Penyediaan Makanan dan Minuman 

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasl Luar 
Daerah 

Penyediaan Jasa Perkantoran 

Pengadaan Pakaian Oinas Beserta 
Perlengkapannya 

2 PROO PENINGKATAN SARANA DAN 
PRASARANA APARATUR 

Pembanounan Gedung Kantor 

Pengadaan kendaraan dinas 

pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 

Pengadaan Peralatan Kantor 

Pengadaan Meubelair 

Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor 

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan 
Oinas/Operasional 

3 PROG PENYELENGGARAAN 
PEMERlNTAHAN DAN PELAYANAN 
KECAMATAN 
Penyusunan Laporan Capalan Kinerja dan 
Laporan Ke~• r.~•~ 

Koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan 
pemerintahan Desa di Y.ecamatan 

Tabel T-C.29 
REKAPITUUSI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN REJOSO 

DAN PENCAPAIAN RENSTRA KECAMATAN REJOSO s/d TAHUN 2024 
KABUPATEN PASURUAN 

l'\\,J ~ ·~"'"'' 

KINERJA RENSTRA REAUSASI TRG TRG DAN REALIASI KINERJA PROG DAN KELUARAN 
INDIKATOR KINERJA PROG (OUTCOME)/ OPD TAHUN 2023 KINERJA HASIL PROG KEGIATAN TAHUN 2023 (n·2) 

KEGIATAN (OUTPUT) (AKHIR PERIODE DAN KLUARAN kgt s/d 
RENSTRA SKPO) TAHUN 2020 (n-3) 

TRG RENJA TAHUN REAUSASI RENJA TINGKAT 
2021 (n-2) TAHUN 2021 (n-2) REAUSAS!o/o 

3 4 5 6 7 8 

Persentase pemenuhan admlnlstrul 100 o/o 100 o/o - - - -
kantor 
Jumlah pembayaran hstrik/air/ telpon/intemet 48 Rekenlng 48 il.ekening - -

Juml.ah pemhelian peralatan dan p-erlengkapan 10 Unit 10 Unit - - -
kantor 

Jumlah pegawai yang diberikan honor 9 Orang/ Bulan 9 Orang/ Bulan - - - -
Jumlah pembetlan alat tulis kantor 39 Jenls 39 Jenls - -
Jumlah barang cetak dan penggandaan 10 Jenis 10 Jenis - - -

Jumlah kornponen instalasi listrik/penerangan 8 Jenis 8 Jenls - - -
gedung/kantor 

Jumlah pembellan peralatan dan perlengkapan 19 Jenis 19 Jenls - - - -
kantor 

Jumlah pembellan peralatan dan perlengkapan 19 Jenis 19 Jenis - - -
kantor 

Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dlbeli 730 Eksernplar 730 Eksemplar - - - -

Jumlah kgt rapat dan tamu 24 kali 24 kali - - - -
Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi 10 laporan 10 laporan - - - -

Jumlah pembayaran honor tenaga kontrak dan 10 Orang/ Bulan 10 Orang/ Bulan - - -
THL 

T ercukupinya pakaian din as -

Persentase urana dan praurana kondlsl 100% 100% - - -
balk 

Jumlah pembangunan gedung 1 Unit - -
Jumlah kendaraan yang dibell 1 Unit - -
Jumlah pengadaan perlengkapan rumah 13 Jenis - - - -
jabatan{dlnas 

Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor 5 Jenis - - -
Jumlah pengadaan mebelair kantor 7 unit - - - -
Jumlah ruang kantor yang terpelihara 9 r.Jang 9 ruang -
Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan 7 Unit 7 Unit - - -
Oinas/Operasional 

Nllal SAKIP Keeamatan 71 nllai 71 nilai 

NIia! SKM Kecamatan 87 sl:or 87 skor 
Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan 13 Dokumen - - -
!(inerj3 

Pealngkaton kegiatan tota kelola pen,erintah;;n 3 Kegiatan - -
desa 

PERKIRAAN REAUSASI CAPAJAN TRG 
TRG PROG DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d 

KEGIATAN RENJA TAHUN 2022 
OPOTAHUN ITAHUN BERJALAN/ n-ll 
BERJALAN 

(TAHUN n-1) 2022 REAlIASI CAPAJAN 
T. CAPAIAN 

(%} 

9 10 =( 5+7+9) II= ( 10/4) 

- 100 o/o 100% 

- 48 Rekening 1003/o 

- 5 Unit 50% 

- 9 Orang/ Bulan 100% 

- 39 Jenis 100% 

- 10 Jenls 100% 

- 8 Jenis 100% 

- 15 Jenis 79% 

- 15 Jenis 79% 

- 730 Eksemplar 100% 

- 12 kali 50% 

10 Orang/ Bulan 100% 

- 10 laporan 100% 

-

- 100% 100% 

- - -

-
- - -

- -
- -

- 9 ruang 100% 

- 7 Unit 100% 

- 70 Nllal 50% 

83 Skor 
- 12 Laporan 100% 

- 3 kgt 100~1<, 



1:-,.u ........ ._ PERKIRAAN REAUSASI CAPAIAN TRG 
KINERJA RENSTRA REAUSASI TRG TRG DAN REALIASI KINERJA PROG DAN KELUARAN TRG PROG DAN RENSTRA PERAMG::AT DAEKAH s/d 

UI\USAN/ BIDANG IJRUSAN PEMERINT AHAN INDIKATOR KINERJA PRDG (OUTCOME)[ OPD TAHUN zon KINERJA HASIL PROG KEGIATAN TAHUN 2023 (n·2) KEGIATAN RENJA TAHUN 2022 
NO DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIA TAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT) (AKHIR PERIODE DAN KLUARAN kgt s/d OPD TAHUN (TAf:Url BERJALAN/ n·l) 

KEGIATAN RENSTRA SKPO) TAHUN 2020 (n·3) 
TRG RENJA TAHUN REAUSASI RENJA 

BERJALAN 
TINGKAT (TAHUN n·l) 2022 REALIASI CAPAIAN T. CAPAIAN 

2021 (n-2) TAHUN 2021 (n·2) REAUSASI % (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10; / 5+7+9 l 11; ( 10/4) 
Fasilitasi dan koordinasi pemerintahan tingkat Jumlah Desa yang lunas PBB tepat waktu 8 Desa 16 Desa 100% 
kecamatan 

4 PROG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Jumlah lembaga muyarakat yang dlblna . 4 Lembaga . - 4 lembaga 0% 
DESA/KELURAHAN KECAMAfAN· 

prosentase usulan musrenbang yang 
terfa91llta91 '\lo 70 % 

75 
Fasilitasi kegiatan sosial masyarakat Peningkatan kegiatan sosial masyarakat 6 Kegiatan . . . 3 kgt 50% 

Kordinasi pemberdayaan masyarakat Peningkatan pembcrdayaar, peranpuan dan 1 Kegi~tan - l kgt 100% 
organisasi kemasyarakatan -- - --

Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Terakomodimya usulan musrenbang desa . 16 Desa . . . 16 Desa 100% 
Kecar.iatan 

5 PROG KfflNTRAMAN DAN KETERTIBAN Rulo Jumlah keglatan yang tarfa91lltul - BS % - - 80 0/o 80% 
UMUM KECAMATAN tarhadap Jumlah kajadlan -•I dengan 

kewenangan Kec:amatan 

F.asilita.i..Penegakan.Perda/Perkad_ 'f-erlaksananya"f~ l'='ega- . . . . . kgt 0% 
perda/perkada 

Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan Persentase kantrantibmas yang ditangani - 3 Kegiatan - - . - 1 kgt 30% 
ketertiban kecamatan 

... 

& PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pa!'NntaM Pemanuh•n Panunjang 100 0/o - 100 0/o 100 0/o 100% 100 0/o 100 o/o 100% 
PEMERJNTAHAN DAERAH UruAn Pemartntahan ,_ .~--
~ana.rn, Penganggaran, dan £valuasi Pe=tase ~han dokumen 100 96 100 96 100 96 100% 100 96 
KiMrlll P!Yangkat /)aerah ~renc,anaan, penganggaran 
Koordinasl dan Penyusunan l.aporan Capaian Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 13 Dokumen . 13 Dokumen 13 Dokumen 100% 13 Dokumen 
KJn~ dan lkhtisar Realisasi Klnerja SKPD Daerah 

Admlnistrasl K-ngan Perangkat Oaerah ~tase ~uhan adrninistrasi keuangan 100 % - 100 96 100 96 100% :oo 96 100 96 100% 
~ rangkat d-rah 

Penyediaan Gaji dan fonjangan ft5N Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan PNS 14 Orang/ Bulan - 14 Orang/ Bulan 14 Orang/ Bulan 100% 14 Orang/ Bulan 28 Orang/ Bulan 100% 

Penyediaan Admlnistrasi Pelaksanaan Tugas Jumlah pembayaran Jasa Petugas Penunjang 12 Dokumen - 12 Dokumen 12 Dokumen !Vil% 12 Dokumen 24 Dokumen 100% 
ASN Kegiatan Kantor/l.apangan melalui 
Pelaksanaan penatausahaan dan Jumlah Pembayaran Honor pejabat 12 Dokumen . 12 Dokumen 12 Dokumen 100% 12 Dokumen 24 Dokumen 100% 
pengujian/verifikasi keuangan SKPD penatausahaan 

Adrninistnsi Ke~awaian Perangkat Daerah Menlngkatnya Profesionalisme Aparatur 100 % - 100 96 100 % 100% 100 96 100 96 10096 

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atrlbut Tersedlanya Pakaian Dlnas 7 Paket - 7 Paket 7 Paket 100% 7 Paket 14 Paket 100% 
PerlengKapannya 

Administrasi Umum Perangkat Oaerah ~tase ~menuhan administnsi umum 100 % . 100 96 100 % 100% 100 % 100 96 100% 

Penyediaan.Kornponen Instalasi-Llstrik/ Jumlah Kornponen lnstalasi Listrik/Penerangan 4 Paket . 4 Paket ◄ Paket 100% 4 Paket 8 Paket 100% 
Peneranaan Bangunan Kantor Bangunan Kantor 
Penyediaan Peralatan dan Periengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan Pertengkapan Kantor 4 Paket . 4 Paket 4 Paket 100% 4 Paket 8 Paket 100% 

Penyediaan Pera Iatan Ru mah T angga Jumlah Peralatan Remah Tangga 4 Paket . 4 Paket 4 Paket 100% 4 Paket 8 Paket 100% 

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan 4 Paket - • Paket 4 Paket 100% ~ Paket . 
yang diseciiakan 

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peratutan 12 Dokumen - 12 Dokumen 12 Dokumen 100% 12 Dokumen 24 Ookumen 100% 
Perundang • Undangan Perundang • Undangan 
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah l.aporan Penyelenggaraan Rapat 10 Laporan . 10 Laporan 10 l.aporan 100% 10 l.aporan 20 Laporan 100% 
Konsultasi SKPO Koordinasi dan Konsultasi SKPO 

."engadaan BaraniJ ,',fi,'ik D,;erah Fenu,,j,,ng Terlak.,:;,nanya l'engadaan /Jarang Milik Daerah 100 96 JOO % 100 96 J(!O% JOO % JOO % JOO% 
Urvsan Pemerintah Oaerah 

Pengadaan Kendaraan Perorangan Oinas atau Jumlah Unit Kedaraan Oinas Operasional atau 1 uriit . 
! 

1 unit 1 unit 10C% 1 unit 
Kendaraan Dinas Jabatan l.apangan yang Disediakan 



IKU...,....,-r-ur\111 

KINERJA RENSTRA REAUSASI TRG 

URUSAN/ BIDANG URU5.'\N PEMERINT AHAN INDIKATOR KINERJA PROG (OUTCOME)/ OPD TAHUN 2023 KINERJA HA51L PROG 
NO DAE RAH DAN PROGRAM/ KEG IATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT) (AKHIR PERIOOE DAN KLUARAN kgt s/d 

KEGIATAN RENSTRA SKPD) TAHUN 2020 (n-3) 

1 2 3 4 5 
Pengadaan Meubelair Jumlah Pengadaan mebeleur I Paket -
~nyediaan Jasa Penunjang Urosan Tersedianya Jasa Penunjang Urusan JOO 96 -
n n•-•• - n•-•• 
Penyediaan-Jasa-Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah pembayaran listrik/air/telepon/internet 12 Laporan 
dan Ustrik 

Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Jumlah pembellan peralatan dan perlengkapan 4 Laporan 
Kantor kantor 

Pemdiharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ter!aksananya Pemeliharaan Barang Milik 100 96 -
UfllSiJn ~,,,..ri,,tahan Daerah Daerah 

Penyed~n Jasa Perneliharaan, biaya Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 7 Unit -
Pemellharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Operasional 
Dlnas atau Kendaraan Dinas Jabatan 

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah pemeliharaan rutin/berkala 10 Unit -
Bangunan Lainnya g.edung/kantor 

7 PROGRAM PENYELENGGARAAN Mer,lngkatnya NIia! SKM kecamatan 95 % . 
PEMERJNTAHAN DAN PELAYANAN 

I DIHUTlt 

Koordinasi Pt!nyelenggarean Kegiatan Meningkatnya Koordinasi Kegiatan dengan J kali -
Pemerintahan di Tingkat K«amatan lnstansi Terkait 

- Koordinasi f Sinergi Perencanaan dan - T eriaksananya Keg Iatan Wasbang 3 Laporan -
Pelaksanaan Keglatan Pemerintahan Dengan - Tersedianya Data Usulan Musrenbangdes 
Perangkat Daerah dan Jnstansi Vertikal T enr.ait yang sesuai Renja OPD 

- Terkonsolidasinya usulan Musrenbang 

• PROGRAM PEMBERDAYAAN Menlngkatnya Nllal SKM kacamatan 95 o/o -
MACYADAKAT DIie.& DAN KELURAHAN 
Koord/nasi Kegiatan Pembt!rdayaan Desa rieningkatnya Koord/nasi Pemberdayaat1 5 Kegiatan -

Nasyarakat 

Peningkatan Efektifttas Kegiatan - Meningkatnya Ketramp;lan Perempuan di 5 Laporan -
Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Bidang Wirausaha 
kecamatan - Meningkatnya SOM Bidang Komunikasi dan 

Jnformasi 
- T erlaksaeanya Kegiatan Manaqib Rutin 
- Terwujudnya Kawasan Minapolitan 

9 PROGRAM PEMBINAAN DAN Menlngkatnya Nllal SKM kecamabon 95 % -
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 
Fa:iilitasi, Relc~,ui dan Koordinasi Meningkatnya Koordinasi Pem!:>'.1aan dan 5 Kegiatan -
~n dan ~awasan pemerintah Ot!sa Pengawasan Pemerintah Desa 

Fasilitasi Penyusunan Paraturan ~ dan Tersusunya Perdes yang baik dan benar 16 Dokumen . 
Peraturan Kepala Desa 
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 

Terlaksananya administrasi tata pemerintahan c 
16 Dokumen -

Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa dan Teriaksananya Pelaksanaa~ Pilkades 16 Dokumen -
Pendayagunaan Aset Desa 
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala uesa dan APBDes dan Laporan Keuangan Desa yang 16 Dokumen -
Perangkat Desa Baik/ Benar 

Fasllitasi Sinkronisasi Pere ,canaan Terwujudnya Dokumen Perencanaan yang 16 Dokumen -
Pembangunan Daerah dengan pembangunan terintegrasi dengan Renja Kecamatan 
"-sa 

10 PROGRAM KOORDINASI KEn:NTRAMAN MeniDCkatnya Nila! SKM kecamatan 100 o/o . 
DAN KETERTIBAN UMUM 

I 

. 

TRG DAN REAUASI KINERJA PROG DAN KELUAAAN 
KEGIATAN TAHUN 2023 (n-2) 

TRG RENJA TAHUN REAUSASI RENJA TINGKAT 
2021 (n-2) TAHUN 2021 (n-2) REAU SASI o/o 

6 7 8 
1 Paket I Paket 100% 

JOO % JOO % 10096 

12 Laporan 12 Laporan 100% 

4 Laporan 4 Laporan 100% 

JOO % JOO % 10096 

7 Unit 7 Unit 100% 

10 Unit 10 Unit 100% 

95 o/o 95 Ojo 1000/o 

J ka/i J kali 10096 

3 Laporan 3 Laporan 100% 

115 o/o 115 o/o 100'1/o 

5 Kegiatan 5 Kegiatan 100% 

5 Laporan 5 Laporan 100% 

115 % 95 o/o 100'1/o 

5 Kegi,1tan 5 Kegiatan 10096 

16 Dokumen 16 Dokumen 100% 

16 Dokumen 16 Dokumen 100% 

16 Dokumen 16 Dokumen 100% 

16 Dokumen 16 Dokumen 100% 

16 Dokumen 16 Dokumen 1()()% 

100 % 100 % 100% 

TRG PROG DAN 
KE GIA TAN RENJA 

OPDTAHUN 
BERJALAN 

(TAHUN n-1) 2022 

9 
I Paket 

100 96 

12 Laporan 

4 Laporan 

100 % 

7 Unil 

10 Unit 

95 o/o 

J kali 

3 Laporan 

95 o/o 

5 Kegiatan 

5 Laporan 

9~ o/o 

5 Kegiatan 

16 Dokumen 

16 Dokum"n 

16 Dokumen 

16 Dokumen 

16 Dok~men 

10'l 0/:, 

PERKIRAAN REAUSASI CAPAIAN TRG 
RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d 

TAHUN 2022 
(T AHUN BERJALAN/ n-1) 

REALIASJ CAPAIAN T. CAPAIAN 
(%) 

10=(5+7+9) II = ( 10/4 ) 
I Paket 100% 

JOO % 10096 

24 Laporan 100% 

8 Laporan 100% 

100 % 10096 

14 U~lt 100% 

20 Unit 100% 

100 % 1000/o 

6 kali 10096 

6 Laporan 100% 

100 0/o 100% 

JO Kegiatan 10096 

10 Laporan 100% 

100 % 100'1/o 

10 Kegiatan 10096 

32 Dokumen 100% 

32 Dokumen 100% 

32 Dokumen 100% 

32 Dokumen 100% 

32 Dokumen 100% 

100 % 10il% 

I • • . , 



IK\.:.I \J"\r n,n,,. PERKIRAAN REAUSASJ CAPAIAN TRG 
KINERJA RENSTRA REALISASI TRG TRG DAN RFALIASI KI N!:!U/1 PROG DAN KELUAM N TRG !'ROG !)f.N RCNSTRA PEflANGKAT DAERAH <;/d 

URUSAN/ B!DANG. URUSAN PEMERINTAHAN INDIK<\TOR !<INERJA PROG (OUTCOME)/ OPD TAHUN 2023 KINERJA HASIL PROG KEGIATAN TAHUN 2023 (n-2) KEGIATAN RENJA TAHUN 2022 
NO DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT) (AKHIR PERIODE DAN KLUARAN kgt s/d OPDTAHUN (TAHUN BERJAIAN/ n-ll 

KEGIATAN RENSTRA SKPD) TAHUN 2020 {n-3) 
TRG RENJA TAHUN REAUSASI RENJA 

BERJAIAN 
TINGKAT 

(T AHUN n-1) 2022 REALIASI CAPAIAN 
T. CAPAIAN 

2021 (n-2) TAHUN 2021 (n-2) REALISASI % (%) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = r 5+7+91 11 = r 10/4 l 

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Meningka tnya Kondusifita s wilayah 2 Kegiatan - 2 KegiatJn 2 Kegiatan 100% 2 Kegiatan ◄ Kegiatan 100% 
Kerentraman dan Ketettiban Umum Kecamata n 

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Terlaksana nya Koordinasi I Laporan - I Laporan I laporan 100% I Laporan 2 laporan 100% 
Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan FORKOMPIMKA 
Instan:;i V-,rtikal di Wilayah Kecamatan 

Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama Terlaksananya harmonisasi lmb ungan I Laporan - I Laporan I laporan 100% 1 Laporan 2 Laporan 100% 
dan T okoh Masyarakat antar Tokoh masyara k a t 

- - -- ------
Koordinasi Penerapan dan Penega!a,n Pe1da impleuienlas i k e tentuan y an g ada I Laporan - 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 2 Laporan 100% 
dan~ada dalam Per<la 

Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah Ter sosialisasinya ta tanan b aru / n ew 1 laporan - I Laporan I Laporan 100% 1 Laporan 2 laporan 100% 
yang Tugas dan Fungsinya di Bidang normal 
Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 
dan/atau Kepolisian Negara Republlk Indonesia 

I 



1. Impikasi yang ti bul terhadap target capaian program Renstra Perangkat 
Daerah. 

Target capaian rogram Renstra Tahun 2024-2026 belum tentu sama 
dengan target ca aian program dan kegiatan RENJA. 

2. Kebijakan/tindaka perencanaan dan perencanaan dan penganggaran yang 
perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. 
Kebijakan/tindaka perencanaan dan penganggaran untuk 
program/kegiatan lebih difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 
untuk mengatasi aktor penyebab keterbatasan SDM telah dilakukan tugas 
tambahan atau erangkap tugas lain serta mEnjalin kerja sama atau 
koordinasi yang b . ik atara pimpinan, Kasi, Kasubag dan Staf. 

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dengen tribulan II 
Tahun 2023, pelaksa aan kinerja Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan 
ditunjang dengan Belan·a Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang terdiri dari 
Belanja Langsung Urus . n Kecamatan Rejoso dan Belanja Langsung Urusan Wajib 
dan Pilihan (Program), engan ruang lingkup kegiatannya sebagai berikut: 

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Berdasarkan Per) ran Daerah Kabupaten Pasuruan nomor 16 Tahun 2016 
tentang Pembentukan ~an Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati 
Pasuruan Nomor 69 Talhun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas 
serta tata Kerja Kecam tan di Kabupaten Pasuruan, maka susunan organisasi 
Kecamatan Rejoso dima ud terdiri dari: 
1. Camat 
2. Sekretaris Kecamata yang terdiri: 

a. Kasubag Umum & f epegawaian 
b. Kasubag Penyusun,n Program & Keuangan 

3. Unsur pelaksana, yaittu : 
a. Kepala Seksi Peme lintahan & Pelayanan 
b. Kepa!a Seksi Keten~eraman dan Ketertiban 
c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat 
d. Kepala Seksi Kesej hteraan Sosial 

, I 
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STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN REJOSO 
(Berdasarkan l~eraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016) 

CAMAT 
PURWO PP'TRO ASIAFRIANTO,SE,MM 

l 
~TARIS 
~~L, SE, MM 

I 

SUBAGUMUM & 
KEPEGAWAIAN 
HARIAN I 

I 

SUBAG PENYUSUNAN 
PROGRAM&KEUANGAN 

HASAN MULYADI,S:£ 

I KASI 
PEMERINTAHAN & 

PELAYANAN 
MITA 

ARDININGTYAS 

KASI 
TRANTIB 

KASt 
PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 
DIAH UMRIN ,SE 

KASI 
KESEJAHTERAAN 

SOSIAL 
MOHAMMAD 

ISMAIL,SE 

SA FUL BACHRI, SE 

Adapun Tugas pc kok dan fungsi Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan 
yang akm1 dipakai lhndasan penyusunan program dengan menganisipasi 
perubahan dan perkem~angan dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut: 
1. Perumusan kebijak~n Urusan Pemerintahan Umum; 
2. Pengkoordinasian kf giatan pemberdayaan masyarakat; 
3. Pengkobrdinasian upaya penyelenggaraan ketentraman & ketertiban umum; 
4. Pengkobrdinasian Pf nerapan dan Penegakan Peraturan l3upati; 
5. Pengkoprdinasian Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; 
6. Pengkoordinasian enyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan 

oleh perangkat dae ah di tingkat kecamatan; 
7. Pelaksanaan pembi aan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa 

atau sebutan lain d n /atau Kelurahan; 
8. Pelaksanaan urusa~ pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten 

yang tidak dilaksan kan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang 
ada di kecamatan; an 

9. Pelaksanaan fungsi- ungsi lain yang diberikan oleh Bupati 

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah 
Kecamatan Rejoso b rkaitan dengan tugas umum pemerintahan dapat 
diidentifikasi 3 (tiga) kla ifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Rejoso, yaitu 
permasalahan pada keb ·akan, program, kegiatan dan teknis operasional. • 
1) Pada tingkat kebij kan Pemerintah kecamatan Rejoso dapat di identifikasi 

permasalahan uta a pelayanan sebagai berikut: 
a. Belum adanya enilaian yang terukur terhadap kualitas pelayanan publik 









---------------
3. Dampaknya terh dap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap 

capaian prograni Nasional / Internasional, seperti SPM dan SDGs 
(Suistanable DevJ opment Goals). . 

4. Tantangan dan pe uang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Rejoso. 
Tantangan: 
a) Terbatasnya j mlah personil yang melaksanakan tugas pelayanan 
b) Keterbat9san Sumber Daya Manusia terkait dengan peningkatan 

pelayanan pub ik 

Peluang: 
a) Mengoptimalka kinerja petugas pelayanan yang ada 
b) Melaksanakan elatihan secara teknis bagi operator pelayanan publik 

sehingga ada p ningkatan pengetahuan terkait dengan penggunaan alat 
dan cara meng 

I 
adapi masyarakat secara santun dan menyenangkan 

Dari peluang yang l<ami laksanakan tersebut bisa mengatasi tantangan yang 
terkait dengan pe ayanan publik sehingga proses pelayanan publik di 
Kecamatan Rejoso rlaksana dengan baik, tertib dan lancar. 

5. Formulasi isu-isu p nting berupa rekornendasi dan catatan yang strategis 
untuk ditindaklanju i dalam perumusan program dan kegiatan prioritas 
tahun yang direnca akan adalah: 
a) Urusan Perenca~aan Pembangunan 

Dalam per ncanaan pembangunan pada tahun anggaran 2023, 
telah dilaksana n melalui Musrenbang, program dan kegiatan yang 
diusulkan suda sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yaitu 
Konektifitas Ins astruktur sehingga sinkron dengan program RPJMD 
Kabupaten Pasur an. 

b) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 
Pada tahun anggaran 2023, Kecamatan Rejoso, melalui program 

peningkatan kea anan dan kenyamanan lingkungan dengan melakukan 
penertiban, pefllbinaan, pemantauan sehingga wilayah Kecamatan 
Rejoso dalam kbndisi aman, nyaman, tertib dan kondusif, untuk 
meningkatkan ki f erja perlu adanya tambahan personil, dan sarana 
prasarana yang endukung. 

c) Urusan Otonomi aerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan 
Daerah, Perangka Daerah, Kepegawaian dan Persandian 



Pada ta un anggaran 2024, telah berhGsil dilaksanakan oleh 
Kecamatan R 1joso melalui program pelayanan administrasi perkantoran, 
peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dan peningkatan 
pengembang n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Sert:a 
penyusunari okumen perencanaan dan evaluasi untuk meingkatkan 
kinerja perlu adanya tambahan personil, dan sarana prasarana yang 
mendukun9. 

d) Urusan Pemb rdayaan Masyarakat dan Desa 
Untuk ~ ewujudkan perekonomian yang handal berbasis potensi 

dan sebagai 1awasan Minapolitan dan pariwisata serta iklim investasi 
dan kesempain berusaha yang semakin kondusif. Kecamatan Rejoso 
melibatkan m syarakat secara langsung dan pelaku bisnis bersama 
sama dengan emerintah dalam perencanaan don proses pembangunan 
daerah serta rpengelola dan memanfaatkan sumber daya berkelanjutan 
menuju masy:z rakat berbudaya, inovatif dan berdaya saing tinggi 
melalui Progra Pemberdayaan Masyarakat. 

2.4. Review Rancangan al RKPD Tahun 2024 

Undang-Undan Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasiona;(SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus 
menyusun rencana pe bangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, 
menyeluruh dan tangg p terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan 

I 

yaitu perencanaan jan~ka panjang, perencanaan jangka meneng9h maupun 
perencanaan tahunan. lintuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah (RPJ ) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 

Selanjutnya paral I dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerinfah Daerah 
(RKPD), sesuai denga pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga 
mewajibkan setiap Pe angkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja 
(Renja), yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra da~ mengacu 
kepada RKPD. Sedan • kan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan 
Anggaran Pendapatan an Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran 
(KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). 

RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen 
perencanaan tahunan, penyusunannya telah mernperhatikan seluruh aspirasi 
pemangku kepentinga pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang 
tahunan yang diseleng arakan secara berjenjang untuk keterpaduan dengan 
Rancangan Renja. 



Keterpaduan pr ses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat 
menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai 

pelengkap dalam pr~ses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang 
disampaikan masyar kat melalui musyawarah perenc:anaan pembangunan 
(Musrenbang) yang d pat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja 
daerah selama ini, me I berikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas. 

Untuk dapat m~ndukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis 
perencanaan . perlu di ingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya 
aspirasi masyarakat an mengusulkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang 
memang benar-benartibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, 
bukan kegiatan-kegia n yang seperti kebanyakan usulan selama ini. Berikut 
proses review terhad p Rancangan Awai Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
sebagai berikut : 
1. Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang tingkat Desa, Musrenbang 

tingkat Kecamat n dan Musrenbang tingkat Kabupaten sehingga 
memunculkan ska a prioritas pembangunan. Bidang fisik, bidang ekonomi, 
dan bidang sosial budaya untuk setiap tahun anggaran sebagaimana tabel 
Reviet rancangan awal rencana kerja tahun 2024. 

2. Alasan proses te sebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat 
tingkaf bawah ses ai dengan kebutuhan masyarakat. 

3. Penjelasan temua -temuan setelah proses tersebut dilaksanakan adalah .. I 
untuk menganalis1 program-program usulan dari masyarakat yang prioritas • • I 
dan mendesak un 1uk dilaksanakan pembangunan serta sangat bermanfaat 
bagi masyarakat p oduktif dan masyarakat umum sedangkan program yang 
tidak prioritas aka diusulkan pada tahun berikutnya. 

Adapun Review terhadap Rancangan Awai Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (RKPD) yang diiakukan oleh Kecamatan Rejoso sebagai upaya 
keterpaduan antara R PD dengan Renja Kecamatan Rejoso seperti pada tabel 
berikut : 



.. 

NO RANCANGAN AWAL RKPD 2023 

PROGRAM/ KEGlATAN/ LOKASI INDIKATOR KINERJA 
SUB KEGlATAN 

1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Kee. Rejoso Persentase Pemenuhan 
PEMERINTAHAN DAERAH ·Penunjang Urusan 
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan 

1 Perencanaan, Penganggaran, dan Kee. Rejoso Persentase pemenuhan 
Evaluasi Kinetja Perangkat Daerah dokumen pereneanaan, 

penganggaran 

1 Koordinasl dan Penyusunan Kee. Rejoso Jumlah Doku, 11en Perer.canaan 
laporan Capalan Klnerja dan Perangkat Daerah 
lkhtlsar Realisasi Klnerja S'<P!) 

z Admlnlstrasl keuangan perangkat Kee. Rejoso Persentase pemenuhan 
daerah admlnistrasi keuangan 

1 Penyediaan Gaji dan Jumlah orang yang menerima 
Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN 

2 Penyediaan Administrasi Kee. Rejoso Jumlah Dokumen Hasil 
P~aksanaan Tugas ASN Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN 

3 Pelaksanaan penatausahaan Kee. Rejoso Jumlah Dokumen 
dan pengujlan/verifikasl Penatausahaan dan 
keuangan SKPD , ~~~~ujian/Veriflkasi Keuangan 

3 Admlnlstrasl Kepegaw.,ian Kee_ Rejoso Pe,~-ent!tS<: layanan 
Perangkat Daerah adminlstrasi kepegawaian 

yano dilaksanakan 
1 Pengadaan Pakaian Dinas Kee. Rejoso Jumlah Paket Pakaian Dinas 

Beserta Atribut beserta Atribut Kelengkapan 
Per1eookaoannva 

4 Admin/strasl Umum Perangkat Kee Rejoso PersentlJSe pemenuhan 
Daerah admlnlstrasi umum 

1 Penyediaan Komponen Kee. Rejoso Jumlah Paket Komponen 
lnstalasi Ustrlk/ Penerangan Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang 

Disediakan 
2 Penyediaan Peralatan dan Kee. Rejoso Jumlah Paket Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor Per1engkapan Kantor 

3 Penyediaan Peralatan Rumah '<ec. Rejoso JumlahPaket Peralatan Rumah 
Tangga Tangga yang disediakan 

4 Penyediaan Barang Cetakan Kee. Rejoso Jumlah Paket Barang Cetakan 
dan Penggan<Jaan dan Penggandaan yang 

disediakan 
5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Kee. Rejoso Jumlah Dokumen Bahan 

Peraturan Perundang • Bac.a:ir- dan Peraturan 
Undangan Perunda~g - Undangan 

& Penyelenggaraan Rapat Kee. Rejoso Jumlah Laporan 
Koordinasl dan Konsultasi Penyelenggaraan Rapat 
SKPD Koordinasi dan Konsultasi 

ro,~ ~ 

' • 

Tabet T-C.31 
RcVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAl RKP.D TAHUN 2024 

KABUPATEN PASURUAN 

NO 

TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM/ KEGlATAN/ 
CAPAlAN (Rp.) SUB KEGIATAN 

100% 2,345,850,U00 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEr~/ KOTA 

100% 4,000,000 1 Perencanaan, Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinetja Perangkat Daerah 

13 4,000,000 1 Koordinasl dan Penyu, u,1ari 
Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

100% 1,992,000,000 z Administrasi keuangan perangkat 
dae"" 

14 1,650,000,000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangn 
Orang/ PNS 
Bulan 

12 300,0001000 2 Penyediaan Administrasi 
Dokumen Pelaksanaan Tugas ASN 

12 42,000,000 3 Pelaksanaan penatausahaan 
Dokumen dan pengujian/verifikasi 

keuangan SKPD 

JOO% 7,000,000 3 Administrasi Kepegawalan 
Perangkat Daerah 

7 7,000,000 1 Pengadaan Pakaian Dinas 
Paket Beserta Atribut 

Per1enakaoannva 

JOO% 110,600,000 4 Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

4 4,000,000 1 t'enyediaan Komponen 
Paket Instalasi Ustrik/ Penerangan 

Bangunan Kantor 

4 23,000,000 2 Penyediaan Peralatan dan 
Paket Perlengkapan Kantor 

4 5,000,000 3 Penyediaan Peralatan Rumah 
Paket Tangga 

4 15,000,000 4 Penyediaan Barang Cetakan 
Paket dan Penggandaan 

12 3,600,000 5 Penyediaan Bahan Bacaan dan 
Dokumen Peraturan Perundang -

Undangan 

10 60,000,000 6 Penyelenggaraan Rapat 
Laporan ! Koordlnasl dan Konsu!tasi 

SKPD 

HASIL ANAUSJS KEBUTUHAN 2023 CATATAN 
PENTING 

LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET KEBUTUHAN DANA 
CAPAIAN (Rp. ) 

Kee. Rejoso Persentase Pemenuhan 100% 2,346,383,680 
Penunjang Urus,m 
Pemerlntahan 

Kee. Rejoso Persentase pemenuhan 100% -
dokumen perencanaan, 
penganggaran ----- - - - ---

Kee. R.ejoso Jum1an Dokumen Perencanaan 13 -
Perangkat Daerah Dokumen 

Kee. Re.foso Persentase pemenuhan 100% 2,161,566,504 
admlnistrlJsi-kew,nga, , 
-----'--• ,{~r;>h 
Jumlah orang yang menerima 14 1,832,408,760 
Gaji dan Tunjangan ASN Orang/ 

Bulan 
Kee. Rejoso Jumlah Dokumen Hasil 12 289,737,744 

Penyediaan Administrasi Dokumen 
Pelaksanaan Tugas ASN 

Kee, Rejoso Jumlah Dokumen 12 39,420,000 
Penatausahaan dan Dokumen 
, ~~ujlan/Verifikasi Keuangan 

Kee. Rejoso· -Persentase-/ayanan 100% 6,318,200 
adminlstrasi kepegawaian 
• vano dilaksanakan 

Kee. Rejoso Jumlah Paket Pakaian Dinas 7 6,318,200 
beserta Atribut Kelengkapc;n Paket 

Kee. Rejoso Persentase pemenuhan 100% 89,100, 000 
adminlstrasi umum 

Kee. Rejoso Jumlah Paket Komponen 4 2,000,000 
!nstalasl Ustrik/Penerang,m Paket 
Bangunan Kantor yang 
Disedlakan 

Kee. Rejoso Jumlah Paket Peralatan dan 4 20,000,000 
Pertengkapan Kantor Paket 

Kee. Rejoso JurnlahPaket Peralatan Rumah 4 3,500,0C0 
Tangga yang disediakan Paket 

Kee. Rejoso Jumlah Paket Barang Cetakan 4 10,000,000 
dan Penggandaan yang Paket 
dlsedlakan 

Kee. Rejoso Jumlah Doku~en Bahan 12 3,600,000 

I 
l!ar..aan dan Per3t'Jra!1 Dokumen 
Perundang - Undangan 

Kee. Rejoso Jurnlah Laporan 10 50,000,000 
Penyelenggaraan Rapat Laporan 
Koordinasi dan Konsultasi 
C:l<Pn 



NO RANCANGAN AWAL RKPO 2023 NO H.&.!:IL A:l:.\:..lSIS Kicf>UTUHA"' 2013 CATATAN 

PROGRAM/ KEGIATAN/ LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM/ KEGllffAN/ 
PENTING 

LOKASI INDl!ql.TOR KINERJA TARGET KEBUTUHAN DANA 
SUB KEGIATAN CAPAIAN (Rp.) SUB KEGIATAN CAPAIAN (Rp.) 

s Pengadaan Barang Millk Daerah Kee. Rejoso Prosentase Pemenuhan 100% 58,000,000 s Pengadaan Barang Milik Daerah Kee. Rejoso Prosentase Pemenuhan JOO% -
Penunjang Urosan Pemerintah Pengadaan Barang Milik Penunjang Urusan Pemerintah Pengadaan Barang Mi/ik 
Daerah Daerah Penunjang Daerah Daerah Penunjang 

UrusanPemerintah Daerah UrusanPemerintah Daerah 
1 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Kee. Rejoso Jumlah Unit Kedaraan Dinas 1 unit 40,000,000 1 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Kee. Rejoso Jumlah Unit Kedaraan Dinas I unit -

Oprasional Operasional atau Lapangan Oprasional Operasional atau Lapangan 
yang Disediakan yang Disediakan 

2 Pengadaan Meubelair Kee. Rejoso Jumlah Paket Mebel yang 1 lB,000,000 2 Pengadaan Meubelair Kee. Rejoso Jumlah Paket Mebel yang I -
Disediakan Paket Disediakan Paket 

6 Penyediaan Ja.<a Penunjcng Kee. Rejoso Persentase pemenuhan Jasa 100% 4s,nro,ooo I 5 P~r.~.:lia~n Ja.x, Pe,,uri}i:ln!::J Kee. ReJOSO Persentase pemenuhan Jasa 100% 38,500,000 
Uru53n Pemerlntah Daerah Penunjang Urosan Urusan Pe'11eri11tah Daer3h renunjang Un •scn 

Pemerintahan Daerah Pemedntahan Daerah 
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Kee. Rejoso Jumlah Laporan Penyedlaan 12 Laporan 35,000,000 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Kee. Rejoso Jumlah Laporan Penyedlaan 12 Laporan 35,000,000 

Sumber Daya Air dan listrik jasa Komunikasl, Sumber Daya Sumber Daya Air dan Ustrik Jasa Komunikasl, Sumber Daya 
Air dan Listrik yang dlsediakan Air..daA-bistr-ik-yang-disediakl! 

2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Kee. Rejoso Jumlah Laporan Penyedlaan 4 10,000,000 2 Penyediaan jasa Peralatan dan Kee. Rejoso Jumlah Laporan Penyediaan 4 3,500,000 
Perlengkapan Kantor Jasa peralatan dan Laporan Perlengkapan Kantor Jasa peralatan dan Laporan 

Perlengkapan Kantor yang Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan Disediakan 

7 Pemellharaan Barang Milik Daerah Kee. Rejoso Persentase Pemeliharaan 2Laporan 129,250,000 7 Pemeliharaan Barang Mllik Oaerah Kee. Rejoso Persentase Pemeliharaan 2 Laporan 50,898,976 
Penunjang Urusan Pemerintahan Barang Mt1ik Daerah Penunjang Urusan Pemen'ntahan Barang Milik Dae.rah 
~ah Penunjang Urusan Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah Pemerintahan Oaerah 
1 Penyediaan Jasa Pemellharaan, Kee. Rejoso Jumlah Kendaraan Perorangan 7 60,000,000 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Kee. Rejoso Jumlah Kendaraan Perorangan 7 40,000,000 

blaya Pemeflharaan dan Pajak Dlnas ata11 Kendaraan Dlnas Unit biaya Pemeliharaan dan Pajak Dlnas atau Kendaraan Dinas Unit 
Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Kimdaraan Perorangan Dinas Jabatan ya!'\g Dipellhar~ dan 
atau Kendaraan Dinas Jabatan Dibayarkan Pajaknya atau..Kendaraan Dinas Jabatan Dibayarkan Pajaknya 

2 Pemetiharaan/ Rehabilitasi Kee. Rejoso Jumlah Sarana dan Prasarana 10 69,250,000 2 Pemetiharaan/ Rehabilitasi Kee. Rejoso Jumlah Sarana dan Prasarana 10 10,898,976 
Gedung Kantor dan Bangunan pendukung gedung Kantor atau Unit Gedung Kantor dan Bangunan pendukung gedung Kantor atau Unit 
Lalnnya Bangunan Lainnya yang Lalnnya Bangunan Lainnya yang 

dioelihara/direhabilitasi dlnPlihara/direhabliitasi 

2 PROGRAM PENYELENGGARAAN Kee. Rejoso Persentase Penyelenggaraan 95% 40,000,000 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN f(ee. Rejoso Persentase Penyelenggaraar. 95% 20,000,000 
PEMERJNTAHAN DAN PELAYANAN Pelayanan Publlk yang Baik PEMERJNTAHAN DAN PELAYANAN Pelayanan ?ublik yang Baik 
PUBLJK PUBUK 

L--

J Koorrlinasi Penyelenggarififn Kee. Rejoso Jumlah Koorrlinasi 3kall 40,000,000 J Koordinasl Penyelenggaraan Kee. Rejoso Jumlah Koorrl/nasi 3 kali 20,000,000 
Kegiatan Pemerintah.Jn di Tingkat Penyelenggaraan Kegiatan Keglatan Pemerintahan di Tingkat Penyelenggaraan Kegiatan 
KeGJmatan Pemerlntahan di Tlngkat KeGJmatan Pemerintahan di Tlngkat 

KeGJmatan Kea,matan 
1 Koordinasi / Sinergl Kee. Rejoso Jumlah Laporan Kcordinasl / 3 40,000,000 1 Koordinasl / Slnergi Kee. Rejoso Jumlah Laporan Koordinasl / 3 20,000,000 

Peren~naan dan Pelaksanaan Sinergi Perencanaan dan Laporan Perencanaan dan Petaksanaan Sinergi Perencanaan dan Laporan 
Kegiatan Perner1ntahan Dengan Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pemerintahan Dengan Pelaksanaan Keglatan 
Perangkat Daerah dan lnstansi Pem~rintahan Dengan Perangkat Daerah dar. Instznsi ?ernerintahan Dengan 
Vertikal Terkait Perangkat Daerah dan Instansl Vertikal Terkait Perangkat Daerah dan Instansi 

IV...tihl TPnt,.lt "--•0 -• To,L,,;• 

3 PROGRAM PEMBERDAYAAN Kee. Rejoso Persentase Desa/Kelurahan 95% 80,000,000 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN Kee. Rejoso Persentase Desa/Keturahan 95% 45,000,000 
MASYARAKAT DESA DAN dan Kelcmpok Masy~;-~kat MASYARAKAT DESA DAN dan Kelompok Ma,;yarakat 
KELURAHAN yang Terblna dengan Baik KELUAAHAN yang Terblna de!'Qa'l Balk -

SKegiatan 45,000,0DO L 1 Koorrlln1Jsl Kegiiftan Kee. Re_ioso Jumla,'1 Koorcllnasl Keglata,1 SKegtatan S0,000,000 1 K()OrdiniJsl Kegiatan Kee. Rejoso Jumlah Kco,-di,1asi Keglatan 
Pemberdayaan Desa Pemberrlayaan Oesa PemberdayMn Oesa Pemb:1rdayMn ::Jesa 



. , .. 

NO RANCANGAN AWAL RKPD 2023 I MO nASIL A,-.AUSIS KEBUTUHAN 2023 CATATAN 
PENTING 

PROGRAM/ KEGIATAN/ LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET PAGU INDIKA TIF PROGRAM/ KEGIATAN/ LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET KEBUTUHAN DANA 
SUB KEGIATAN CAPAIAN (Rp.) SUB KEGIATAN CAPAIAN (Rp.) 

1 Penlngkatan Efektifitas Kee. Rejoso Jumlah Laporan Peningkatan s 80,000,000 I Peningkatan Efektifitas Kee. Rejoso Jumlah Laporan Peningkatan 5 45,000,000 
Kegiatan Pemberdayaan Efektifitas Kegiatan Laporan Kegiatan Pemberdayaan Efektifitas Kegiatan Laporan 
Masyarakat di Wilayah Pemberdayaan Masyarakat di Masyarakat di Wilay~h Pemberdayaan Masyarakat di 
kecamatan Wilayah Kecamatan kecamatan Wilayah Kecamatan 

4 PROGRAM KOORDINASI Kee. Rejoso Persentase Penyelenggaraan 100% 29,000,000 4 PROGRAM KOORDINASI Kee. Rejoso Persent.ase Penyetenggaraan 100% 22,395,000 
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Pemerintahan Umum yang KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Pemerintahan Umum yang 
UMUM Berlcualitas UMUM Berlcualitas 
1 Koordinasi Upaya Kee. Rejoso Jum/ah Kegiatan Koordinasi 2 Kegiatan 19,000, 000 1 Koordinasi Upaya Kee. Rejoso Jumlah Kegiatan Koordinasi 2 Kegiatan 14,930,000 

Penyelenggaraan Ketentraman Upaya Penyelenggaraan Penyelenggaraan Ketentraman Upaya Penyelenggaraan 
dan Ketertiban Umum Ketentraman dan Ketertiban dan Ketertiban Umum Ketentraman dan Ketertiban 

Umum Umurr, -- - ~ - ·--------
1 Sit iergitas dengan Kepollsian l(ec. R,rjoso Jumlar. La;,or~r, Si:iergit.s l 9,000,000 1 Sinergitas dengan Kepolisian Kee. Rejoso J~rr,lah !..aporan S,ner(;!tas l i',465,000 

Negara Republik Indonesia, dengan Kepollsian negara Lapcran Negara Republik Indonesia, dengan Kepollsian negara Laporan 
Tentara Nasional Indonesia republik Indonesia tentara T entara Nasional Indonesia republlk Indonesia tentara 
dan Instansl Vertikal di nasional Indonesia clan dan Instansl Vertikal di nasional Indonesia dan 
Wilayah Kecamatan Instansl Vertikal di wilayah Wilayah Kecamatan Instansi Vertikal di wilavah 

Kecamatan Kecamatan 
2--HarmonisasrHaban-gancll!ngan N:C. 1<")050 Jumlah Laporan Pelaksanaan 1 Laporan 10,000,000 2 Harmonisasi Hubungan dengan Kee. Rejoso Ji.;mlah Laporan Pelaksanaan l Laporan 7,465,000 

Tokoh Agama dan Tokoh Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Harmonisasi Hubungan dengan 
Masyarakat Tooh Agama dan Tokoh Masyarakat Tooh Agama dan Tokoh 

2 Koordirasi Penerapan dan Kee. Rejoso Jumfah /.4poran Koordinasi 1 10,000,000 2 Koordinasl Penerapan dan Ker. Rejoso Jumlah l.lJporan Koordinasi 1 7,465,000 
Penegakan Perda dan Perkada Penerapan dan Penegakan l..oporan Penegakan Perda dan Perf<ada Penera?4n dan Penegakan l..oporan 

Pere/a dan Perkada Pere/a dan Perkada 
1 Koordinasl / Sinergl Dengan Kee. Rejoso Jumlah Laporan KOO(dinasi / l 10,000,000 1 KOO(dinasl / Slnergi Dengan Kee. Rejoso Jumlah Laporan Koordlnasi / 1 7,465,000 

Perangkat Daerah yang Tugas Sinergi Dengan Perangkat Laporan Perangkat Daerah yang Tugas Slnergi Dengan Perangkat Laporan 
dan Fungslnya di Bldang Daerah yang Tugas dan dan Fungsinya di Bidang Daerah yang Tugas dan 
Penegakan Peraturan Fungslnya di Bldang Penegakan Peraturan Fungslnya di Bldang 
Perundang-Undanoan dan/atau Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Penegakan Feraturan 
Kepolislar, Negara Republik Perundang-Undangan dan/atau Kepolislan Negara Republik Perundang-Undangan dan/ atau 
Indonesia Kepolislan Negara Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik 

'·-~ 

s PROGRAM PEMBINAAN DAN Kee. Rejoso Persentase Pembinaan dan 95% 49,000,000 s PROGRAM PEMBINAAN DAN Kee. Rejoso Persentase Pembinaan dan 95% 37,325,000 
PEN<iAWASAN PEMERINTAHAN DESA Pengawasan yang berkualitas PENGAWASAN PEMERINTAHAN DE5A Pengawasan yang berkualitas 

terhadap Pemerintahan Desa terhadap Pemetintahan.De.;a 
1 Faslfltasl, Rekomendasi dan Kee. Rejoso Jumlah Kegiatan Fasifitas,; 5 49,000,000 1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Kee. Rejoso Jumlah Kegiatan Fasilitasl, 5 37,325,000 

Koordirasi Pemblnaan dan Rekomendasl dar, Koordinasi Key;aian Knordin.1s/ Pembinaan <fan Rekomendasi dan Koordinasi Kegiatan 
Peng.,wasan petnerintah Oesa Pemb,iwan dan Pengawa54n Pengawa54n pemerintah Oesa Pemblnaan dan Pengawa54n 

"""~ n-~ 

1 Fasllitasi Penyusunan Kee. Rejoso Jumlah Dokumen yang 16 9,000,000 1 Fasilltasi Per,yusunan Kee. Rejoso Jumlah Dokumen yang 16 7,465,000 
Paraturan Desa dan Peraturan Dlfasllitasl dalam rangka Dokumen Paraturan Desa dan Peraturan Difasilitasl dalam rangka Dokumen 
Kepala Desa Penyusunan Peraturan Desa Kepala Desa Pen;'Usunan Peraturan Desa 

dan Peraturan Keoala Desa dan Peraturan Keoala Desa 
2 Fasillt3si Administrasi Tata Kee. Rejoso Jumlah Laporan Fasilitasi 16 10,000,000 2 Fasilltasi :\dministrasi Tata Kee. Rejoso Jumlah Laporan Fasilitasi 16 7,465,000 

Pemerintahan Desa Admlnistrasl Tata Dokumen Pemerintahan Desa Administrasi Tata Dokumen 
Pernerintahan Desa Pemerintahan Desa 

3 Fasilitasi pen<Jelolaan Kee. Rejoso Jurnlah Laporan Pengelolaan 16 10,000,000 3 Fasilitasi pengelolaan Kee. Rejoso Jumlah Laporan Pengelolaan 16 7,465,000 
Keuangan Desa dan Keuangan Desa dan Dokumen Keuangan Desa dan Keuangan Desa dan Dokumen 
pencf,,-,aaunaan Aset Desa Pendavaciunaan Aset Pendayagunaan Aset Desa Pendavaaunaan -6set 

4 Fasllitasi Pelaksanaan Tugas Kee. Rejoso Jumlah Dokumen Fasilitasi 16 10,000,000 4 Fasilitasl Pelaksanaan Tug~s Kee. Rejoso Jumlah Dokumen Fasllit.asi 16 7,465,000 
Kepala Desa dan Perangkat dalam rangka Pelaksanaan Dokumen Kepala Desa dan Perangkat dalc:m rangka Paai<,;a1oaan Dokumen 
Desa Tugas Kepala Desa cfan Desa Tugas Kepala Cl= dan 

.....,aMicat Desa I oeranokat Desa - --
5 Fasi!itasi Sinlcronlsasi Kee. Rejoso Jumlah Dokumen Sinkronlsasi 16 10,000,000 s Fasilitasi Sinlcronlsasi Ke::. Rejc..o Jumlah Dokun ,en Sinkror.isasi 16 7,465,000 

Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan Dokumen Perencana'\n Pembangunan Perencanaan Pembangunan Dokumen 
~ah dengan pembangunan Daerah dengan Pembangunan Daerah dengan pembangunan Daerah dengan Pembangunan 

n,,.;.,, n,,.;.,, n.,c;, 



.. . 
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NO RANCANGAN AWAL RKPD 2023 NO HASII . ANAUSIS KEBllnJHAN 2023 CATATAN 

PENTING 
PROGRAM/ KEGIATAN/ LOKASI INDIKATOR KINERJA __ _ r TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM/ KEGIATAN/ LOKASI INDIKATOR KINERJA I TARGET KEBUTUHAN DANA 

SUS KEGIATAN CAPAIAN (Rp.) SUB KEGIATAN CAPAIAN (Rp.) 

JUMLAH 2,543,850,000 JUMLAH 2,471,103,680 



• 

" 

2.5. Penalaahan Usulan Arogram dan Kegiatan Masyarakat 

Renja Kecamatan Rejoso Tahun 2024 yang disusun berdasarkan pagu 
indikatif merupakan ha ii dari proses perencanaan yang telah memadukan proses 
politik, proses teknokr • tik, proses partisipatif dan proses buttom-up dan top 
down, yang disebut dengan istilah dari shopping list ke working plan. 
Perencanaan ini disus n dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku 
kepentingan pembangu an melalui penyelenggaraan Musrenbang dimana telah 
dilakukan penelaahan usulan program dan kegiatan di masyarakat. Berikut 
tahapan-tahapan hasil ari musrenbang: 

a. Bahwa usulan pr gram/ kegiatan yang dibahas didalam Musrenbang 
mekanismenya dia ali dari penggalian gagasan dari tingkat dusun/ 
lingkungan melibat an unsur tokoh masyarakat, tokoh pemuda, unsur 
perempuan dan or anisasi ke·masyarakatan sehingga mengahislkan usulan 
program yang di ba ah ke form Musrenbangdes. 

b. Dalam Form Musren angdes menghasilkan skala priorltas usulan tingkat desa 
selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di 
Form Musrenbang Tmgkat Kecamatan. 

c. Hasil Musrenbang Kf camatan merupakan skala prioritas program yang telah 
sesuai dengan kebufuhan riel masyarakat serta isu-isu penting dari masing­
rnasing Perangkat D. erah. 

Dalam menyalur n usulan program dan kegiatan di masyarakat yang 
nantinya usulan-usulan ersebut diharapkan dapat terakomodir dalam anggaran 
pendapatan dan belanja daerah dan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi 
segenap aspirasi stakJ alders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di 
Kecamatan Rejoso dala rangka mendukung pencapaian target dan sasaran 
serta visi dan misi Kab paten Pasuruan secara keseluruhan seperti pada tabel 
berikut: 



3.1. 

BAB III 

TUJUAN Dr N SASARAN PE RANG KAT DAERAH 

Telaahan Terhadap ~ ebijakan Nasional 

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan 
nasional dan yang terk, it dengan tugas dan fungsi Kecarnatan Rejoso, dalam hal 
ini kebijakan yang digc~riskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Rejoso 
telah disesuaikan deng rn arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang 
mengacu pada Kebijak, n Nasional guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan 
dalam perwujudan tujucm dan sasaran sebagaimana tabel berikut: 

No 

1 

2 

3 

4 

Tabel: 3.1 

PRIORITJ,S DAERAH DAN PRIORITAS RKPD 
TAHUN 2024 

Uraian 

Peningkatan kuali as 
sumber daya manL1sia 
melalui yang prim~ kepada 
masyarakat. Penir gkatan 
kualitas sumber d 3.ya 
manusia ini agar t ercipta 
aparatur yang pro esional 
dan proporsion8.l c alam 
melaksanakan tat 1 

pemerintahan yang baik 

Pemenuhan sara~ 
infrastruktur pub ik yang 
berkualita~ dan erata 
melalui Musrenba g RKPD 

Penguatan dan percepatan 
ekonomi yang har dal, 
terintegrasi antar $ektoral 
serta antar wilayan satu 
dengan lainnya. 

Penguatan keleml agaan 
dan aparatur sert, l 
eksistensi pemeri1 tahan 
berkualitas melah i 
peningkatan Reformasi 
Birokrasi 

Tujuan Sasaran 

Kepuasan Masyarakat 
masyarakat urn um 
dalam pelayanan 
publik dari 
pemerintahan 

Sarana yang 
memadai di 
masyarakat 

Ekonomi 
merata di 
segala 
bidang 

Reformasi 
birokrasi 
tanpa 
melanggar 
hukum yang 
ada 

Masyarakat 
umum 

Masyarakat 
umurn 

Organisasi 
/LSM/mas 
yarakat 
umum 



3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 

Dalam rang a upaya mewujudkan keberhasilan tersebut perlu ditetapkan 
tujuan Kecamatan -ejoso, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran 
yang saling terkait, t juan yang ditetapkan adalah sebagai berikut: 

1. Mewujudkan pel yanan yang terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat se 
Kecamatan Rej so baik masalah kependudukan, pertanahan, pembinaan 
lembaga kemasy rakatan (PKK, Karang taruna, LPMD, dsb), serta koordinator 
pemeliharaan sar na prasarana fasilitas umum. 

2. Mewujudkan pe ingkatan kualitas sarana dan prasarana yang baik dalam 
rangka memberik'.ian kepuasan peayanan bagi masyarakat. 

3. Mewujudkan suJ ber Daya Aparatur yang profesionalisme sehingga dapat 
memberikan pel~yanan prima kepada masyarakat guna mencapai Kabupaten 
Pasuruan yang M • slahat. 

4. Mewujuckan siste pelaporan keuangan yang baik dan akuntabel. 

Adapun sasar n stratejik Kecamatan Rejoso merupakan bagian integral 
dalam proses perencanaan stratejik Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan 
merupakan dasar ya g kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian 
kinerja serta lebih m njamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang 
yang sifatnya menyel~ruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di 
lingkungan Pemerintar Kabupaten Pasuruan. Sasaran-sasaran yang ditetapkan 
sepenuhnya menduku g pencapaian tujuan stratejik yang terkait. 

Sasaran stratejik Kec~matan Rejoso pengelompokkannya mengacu pada 
Peraturan Menteri D lam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara 
perencanaan, pengen aliari dan evaluasi pembanguncn daerah, tata cara 
evaluasi rancangan p raturan daerah tentang rencana pembangunan jangka 
panjang daerah dan re cana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata 
cara perubahan· renc

1 
nan pembangunan jangka panjang daerah, rencana 

pembangunan jangka enengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah. 



3.3. Program dan kegiatan 
a. Faktor - faktot yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan 

program dan k1giatan adalah: 
1. Program d n Kegiatan Rutin setiap tahun. 
2. Program d n Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan. 
3. Program dan Kegiatan dibidang pembangunan fisik, Ekoriomi, Sosial 

budaya ya g menjadi skala prioritas dimasing - masing Desa se 
Kecamatan 

b. Penjelasan jik rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan 
rancangan aw~I RKOPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikator, 
maupun kombirhasi keduanya adalah : 
Program dan k • giatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKOPD, 

I 
bai~ jenis pnogram/kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi • 
keduanya tetap dilaksanakan sesuai dengan RKA maupun DPA yang telah 
disahkan, seda gkan program dan kegiatan yang tidak disetujui atau 

direalisasi aka kami ajukan melalui PAK atau diajukan pada tahun 
mendatang. 

c. Rencana progr~m dan kegiatan. 
1. PROGRAM P NUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

Administrasi euangan perangkat daerah 

• Penye9.iaan gaji ASN dan tunjangan ASN 
• Penyedliaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 
• Pelaks 

I 
naan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan 

SKPD 
Administrasi epegawaian Perangkat Daerah 

• Penga aan Pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapannya 
Administrasi .mum Perangkat Daerah 

• Penye iaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan 
Kanto 

• Penye I iaan Pera Iatan dan Perlengkapan Kantor 

• Penye~
1 
iaan Peralatan Rumah Tangga 

• Penye iaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

• Penyel nggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 
Penyediaan J • sa Penunjang Urusan Pemerintah Dae rah 

• Penye~iaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 
• Penye iaan jasa Peralatan dan Perlengkap:ln Kantor 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

• Penyedliaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan 
perizin n kendaraan Dinas Operasional atau lapangan 

• Pemeli araan/ Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan 
Lainny ; 



• 

.: 

2. PROGRAM ENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 
PUBLIK 
Koordinasi enye!enggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat 
Kecamatan 

• Koordi asi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan 
Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal 
Terkai 

3. PROGRAM PE BERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 
Koordinasi Ke iatan Pemberdayaan Desa 

• Peningt atan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di 
Wilaya kecamatan . 

4. PROGRAM KO RDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 

• Sinergi~as dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
Tentar~ • Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di . Wilayah 

Kecam9tan 
• Harmo isasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh 

Masyarakat , 

Koordinasi Pe erapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 
Kepala Daera 

• Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan 

Fungsi~· a di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 
dan/ata Kepolisian negara Republik Indonesia 

5. PROGRAM PE BINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 
Fasilitasi, Rek mendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 
Pemerintahan esa 

• Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala 
Desa 

• Fasilitasi Administrasi tata Pemerintahan Desa 
• Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset 

Desa 
• Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 
• Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 

dengan embangunan Desa 

Rumusan rencana progra dan kegiatan Kecamatan Rejoso Tahun 2024 dan 
diperkirakan maju Tahun 202 Kabupaten Pasuruan untuk sumber dana APBD 
Kabupaten secara detail dapat di ihat pada tabel 3.2 berikut ini: 

I 
I 

. I 



• • 
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Tabel T-C.32 

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024 

OPD : Kecamatan Rejoso 

I 
NO PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA VOLUME CATATAN 

DESA ALAMAT 

1 2 3 4 5 6 7 

~~' ~~~ ~ ~ui,; ~ fa 
~~ ~~ ~ w~rl 
~4---~~~~IJW 
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BABN 

REN NA KERJA DAN PENDANAAN 
PERANGKAT DAERAH 

Rencana kerja dan I endanaan perangkat daerah berisi tentang rumusan 
rencana program dan kegiat~n yang dilaksanakan Kecamatan Rejoso Tahun 2024 
disertai dengan Indikator Ki rherja dan pagu indikatif. Rumusan rencana program 
kegiatan dan sub kegiatam ·di usun dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai 
berikut : 
l. Program dan Kegiatan Rutirn setiap tahun. 
2. Program dan Kegiatan yan bersifat mendesak untuk dilaksanakan. 
3. Program dan Kegiatan dibi ang pembangunan fisik, Ekonomi, Sosial budaya yang 

menjadi skala prioritas pad masing-masing desa di wilayah Kecamatan Rejoso 

Rumusan rencana prog am dan kegiatan tahun 2024 sebagaimana pada tabel 
berikut: 



Nama OPD: KECAMATAN REJOSO 

KODE URUSAN/ BID URUSAN PEMERINTA.HAN DAERAH 
DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 

(1) (2) 

Urusan Kewilayahan 

Bidang Urusan Kewilayahan 

7.01.01 1 PROGRAM PENIJN..lANG l!RUSAN PEMER:NT,;nAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

7.01.01.2.02 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

7.01.01.2.02.01 1 Penyediaan Gajl dan Tunjangan ASN 

7.01.01.2.02.02 2 Penyediaan Administrasi Pclaksanaan 
Tugas ASN 

7.01.01.2.02.03 3 Pelaksanaan penatausahaan dan 
peng•JJian/veriflkasl keuangan SKPD 

7.01.01.2.0S J Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 
?erlengkapannya 

Tabel T-C.33 
RINGAi\i RlJMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH 

TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024 
KABUPATEN PASURUAN 

INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2023 
PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI T. CAPAIAN KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF 

KINERJA 

(3) (5) (6) 

Persentase Pemenuhan P~unjang Kee. Rejoso 100% 2,3'16,383,680 
U~usan Pernerl;1tahan 
Persentase pemenuhan adminlstrasi Kee. Rejoso 100% 2, 161,566,504 
keuanaan oeranakat daearah 
Jumlah orang yang menerima Gaji dan Kee. Rejoso 1'I Orano1 .,892;-408,7<.N 
'fttnjangan--AS .. Bulan BelanJa Pegawal : 1,632,408,760 

BelanJa Barang & Jasa : 

BelanJa Modal : -
Jumlah Dokurnen Hasll Penyediaan Kee. ReJoso 12 Dokumen 289,737,744 
Admlnistrasi Pelaksanaan Tugas. ASN BelanJa Pegawai : -

BelanJa Barang & Jasa : 289,737,744 

BelanJa Modal : -
Jumlah Dokurnen Penatausahaan dan Kee. ReJoso 12 Dokumen 39,420,000 
PenguJlan/Veriflkasl Keuangan SKPD Belanja Pegawal : -

Beianja Barang & Jasa : 39,420,000 

BelanJa Modal : -

Persentase /ayanan admlnistrasl Kee. Rejoso 100% 6,318,200 
kereoawaian vana dilaksanakan 
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Kee. Rejoso 7 Paket 6,318,200 
Atribut Kelengkapan BelanJa Pegawal : -

!lelanJa Barang & Jasa : 6,318,200 

BelanJa Modal : -

<• 

CATATAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2023 
PENTING T. CAPAIAN I KEBUTUHAN 

SUMBER DANA/ PAGU 
DANA KINERJA 

,NO -~ 
(7) (8) (9) (10) 

- -- - -

100% 2,346,383,680 

DAU 100% 2,161,566,504 

1'I Orang/ 1,B32,'I08,760 
Bulan 1,832,'108,760 

-
-

.. 12 Dokumen 289,737,744 

-
289,737,744 

-
12 Dokumen 39,420,000 

-
39,420,000 

-

DAU 100% 6,318,200 

7 Paket 6,318,200 

-
6,318,200 

-
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KODE URUSAN/ BID URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH !NDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2023 CATATAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2023 

DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI 
T. CAPAIAN KEBUTUHAN DANN PA{;U INDIKATIF SUMBER PENTING T. CAPAIAN 

KEBUT\.JHAN 

KINERJA DANA KINERJA 
DANN PAGU 

11\11 IIK O I~ 

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

7.01.01.2.06 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase /ayanan adm!nistras/ Kee. Rejoso JOO% 89,100,000 100% 89, 100, 000 

Umum vano dioenuhi 
7.01.01.2.06.01 1 Penyediaan Komponen Instalasl Listrik/ Jumlah Paket Komponen Instalasi Kee. Rejoso 4 Paket 2,000,000 DAU 4 Paket 2,000,000 

Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Pegawai : . . 

yang Disediakan Belanja Barang & Jasa : 2,000,000 2,000,000 

Belanja Modal : . . 

7.01.01.2.06.02 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralat3n dan Kee. rlejoso 4 l'aket 20,000,000 DAU 4 !>a!:et 20,000,000 

Kantor Perlengkapan Kantor Belanja Pegawai : . . 

Belarija Barang & Jasa : 20,000,000 20,000,000 

Belanja Modal : . . 

7.01.01.2.06.03 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga JumlahPaket Peralatan Rumah Tangga Kee. Rejoso 4 Paket 3 500 .QQ!L nAI I "..2a • ~,.§00,()()~ 

·yang-disediaka Belanja Pegawai 
. : . 

Belanja Barang & Jasa : 3,500,000 3,500,000 

Belanja Modal : - -
7.01.01.2.06.05 4 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Kee. Rejoso 4 Paket 10,000,000 DAU 4 Paket 10,000,000 

Penggar.daan Penggandaan yang disedlakan Belanja Pegawai : - . 

Belanja Barang & Jasa : 10,000,000 10,000,000 

Belanja Modal : - -
5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Kee. Rejoso 12 Dokumen 3,600,000 DAU 12 Dokumen 3,600,000 

Perundang - Undangan Peraturan Perundang - Undangan Belanja Pegawai : - . 

Belanja Barang & Jasa : 3,600,000 3,600,000 

Belanja Modal : . -
7 .01.01.2.06.09 6 Penyelenggaraan Rapat Koordlnasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kee. Rejoso 10 Laporan 50,000,000_ DAU 10 Laporan 50,000,000 

Konsultasl SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasl SKPO Belanja Pegawai : - . 

Belanja Barang & Jasa : 50,000,000 50,000,000 

Belanja Modal : - . 

7.01.01.2.08 s Penyediaan Jasa Pemmjang Urusan Persentase pemenuhan Jasa Kee. Rejoso 100% 38,500,000 DAU 100% 38,500,000 

Pemerlnt?h Daerah Penunjang U(Usan Pemerintahan 
n~,h 

7.01.01.2.08.02 1 Penyediaan Jasa Komunikasl, Sumber Jumlah LapoFan-Penyedlaan·Jasa- Kee. Rejoso 12 Laporan 35,000,000 12 Laporan 35,000,000 

Daya Air dan Ustrilc Komu,1ikasi, Sumber Daya Air dan Belanja Pegawai : - -
Ustrik yang disediakan Belanja Barang & Jasa : 35,000,000 35,000,000 

Belanja Modal : - . 

7.01.01.2.08.D3 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kee. ReJoso 4 Laporan 3,500,000 DAU 4 Laporan 3,500,000 

Perlengkapon Kantor peralatan dan Peri~gkapan Kantor Beianja Pegawai : - -
yang Disediakan !leianja Barang & Jasa : 3,500,000 3,500,000 

Bel;inja Modal : - -

7.01.01.2.09 6 Pemeliharaan Barang H/1/k Daerah Penunjang Persentase Pem!!liharaan Barang Mllik Kee. RE/0SO JOO% 50,898,976 DAU JOO% 50,398,97S 

Urusan Pemerintahan Oaerah Daerah Penunjang Urusan 
~mPrlnr~h.::,n n~.::,h 

7.01.01.2.09.02 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumiah Kendaraan Perorangan Dinas Kee. Rejoso 7 Unit I 40,000,000 7 Unit 40,000,000 
.. . . . . .. . . • · . . 








